LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 11 TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR 06 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN

Menimbang

Mengingat

KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI TANGGAMUS,

bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Mahkamah
Agung RI Nomor 04.G/Hum/2001 yang menyatakan
batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Peraturan
Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dengan
diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal
Pedoman Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD  sehingga  Peraturan Daerah  Kabupaten
Tanggamus Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diubah;

bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Tanggamus
(Lernbaran Negara Tahun 1997 Notnor 2, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3667);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lernbarnn Negara Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4310),

Peraturan Pernerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021)
yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

Peraturan Pernerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam
melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tata Cara  Pertanggungjawaban Kepala Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nornor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang
Pelaksanaan Pengadaan Barang Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 21
Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2003 Nomor 37);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANGGAMUS NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG POKOK-
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 21 Tahun 2003
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah konsideran menimbang

angka 14 dihapus



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 13 Juli 2004

BUPATI TANGGAMUS,
dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 14 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH,
dto

ZUBAIDI SUKRI
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